
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 24 TAHUN 2O2O

TtrNTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 20 19 TBNTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATi KARO,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2O telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2A19 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A;
bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan Nomor Il9/2813/SJ dan Nomor
177 /KMK.O7 /2A2A tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 2O2O Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2A19 (COVID-i9), perlu
dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan
rasionalisasi belanja daerah dengan terlebih dahuiu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.O7 l2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Da-lam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan
penyesuaian terhadap Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2O2O dalam rangka penanganan COVID-19 di
daerah termasuk di Kabupaten Karo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Bupati Nomor 45 Tahun
2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A2O;

Undang-Undang Drt Nomar 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor IA94;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksanaan
Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO+ Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44AO);

5. Undang-Undang...
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234\ sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OI9 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AH tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2CI2o tentang Kebijaikan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(Covid-i9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiiitas
Sistem Keuangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 87, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a85);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerlntahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2Ol9 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 22O);

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2A2A tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9
(covrD-ie)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas Peraturart
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 3iO);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tatrun Anggaran 2O2A {Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
2olg Nomor 655);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang
Percepatan Penanganan Corona Wrus Disesse 2Al9 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesi.a Tahun 2O2A
Nomor 2a9);

16. Peraturan...



Menetapkan

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2O2O tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2A20 Dalam
Rangka Penanggulangan Carona Vints Disease 2Al9 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 25Aj;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.A7 /2O2O tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2O2A Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2A19 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2A Nomor 377);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun zArc tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo {Lembarart
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2Al9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2O
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Al9 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 201,5 tentang Tata Cara
Pergeseral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 37);

21. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keq'a
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2ALo
Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Karo Nomor 04 Tahun 2O17 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah"

{Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2AL7 Nomor 04};
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2419 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2O iBerita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2ALg Nomor 45) sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2O2A
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun
2A19 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2O2A Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2OL9 TBNTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2OL9 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun
2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2A2A (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2O2O Nomor 11i diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasai 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Rp. 84.376.2A3.A72

Daerah 
2. Dana...



2. Dana Rp. 856.490.134.000
Perimbangan

3. Dana lain-lain
pendapatan Rp. 272.395.397.325
daerah'ffiHrxl, pendapatan Rp. t.2r3.261.734.3g2

b. Belanja
1. Belanja Tidak

Langsung
1) Belanja

Pegawai Rp. 633.848.816.500
2) Belanja Hibah Rp. 6.277.822.876
3) Belanja

Bantuan
Sosial Rp. 100.000.000

4) Belanja Bagi
Hasil kepada
Provinsi/
Kabupatenl
Kota dan
Pemerintahan
Desa Rp. 3.471.815.262

5) Beianja
Bantuan
Keuangan
kepada
Provinsi/
Kabupaten/
Kota dan
Pemerintahan
Desa Rp. 269.208.090.900

5) Belanja Tidak
Terduga Rp. 30.603.054.632

Rp. 943.509.600.t76
2. Belanja

Langsung
1) Belanja

pegawai Rp. 64.563.44O.062
2) Belanja

barang dan
jasa Rp. 266.943.754.547

3) Belanja
modal Rp. 61.557.182.642

Rp. 393,464,377,257
Jumlah Belanja Rp. 1.336.573 .977.427
Surplus/(defisit) Rp. (123.312.243.O3Oj

3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 123.312.243.030

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 123.312.243.03A

Pembiayaan Netto Rp. 123.312.243.030
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan Rp. 0

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan...



3. Ketentuan l"ampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam I"ampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai o-t ff|":a hnggal diundangkan.

Agar setiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan pengundailgan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal ll Mei 2A2O

Diundangkan di
pada tanggal It

Kabanjahe
Mei 2O2O

KABUPATEN KARO,

LIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2aza NoMoR 2{

TERKELIN BRAHMANA


